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ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat
Pemerintah di daerah yang dimana anggotanya disebut polisi pamong
praja. Tugas dan fungsi mereka adalah untuk menjaga ketertiban serta
menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah sehingga
di suatu daerah menjadi tertib aman dan damai. Didalam
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi terdapat Polisi Pamong Praja
yang merupakan tenaga bantu atau tenaga honorer. Mengingat beban
kerja seorang polisi pamong praja sangat memiliki resiko tinggi maka
harus ada perlindungan yang memenuhi kesejahteraan bagi Tenaga

Bantu Honorer tersebut.

Dikarenakan didalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa yang termasuk aparatur
sipil negara adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) maka tenaga bantu honorer ini
tidak memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara dikarenakan
mereka diangkat berdasarkan perjanjian kerja. sehingga perlindungan
yang didapat masih jauh dari kesejahteraan untuk tenaga bantu

honorer tersebu
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BAB |

Pendahuluan

1.1 Pengantar

Secara keseluruhan, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pokok-
pokok permasalahan hukum yang akan diteliti. Bab | ini akan membahas
mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dari
penelitian ini, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan

dalam penelitian ini.

1.2 Latar Belakang Penelitian

“Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat.”* Sebagai
negara hukum, Indonesia memiliki ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ideologi
tersebut tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bangsa dan kemudian
melahirkan konstitusi negara Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu
keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.? Sasaran dari negara hukum
adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang
bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk melindungi
kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi
dapat terjadi juga karena ada pelanggaran hukum.® Pelanggaran hukum terjadi
ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya
dijalankan atau karena melanggar hak — hak subjek hukum lain. Subjek hukum
yang dilanggar hak — haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.* Tujuan
dari perlindungan hukum ini yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum

antar subjek hukum secara harmonis seimbang, damai, dan adil. Menurut G.

! Azhary, Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: Ghalia Indonesia,1985,him. 21
2 Kaelan, Pendidikan Pancasila,Edisi Reformasi, Yogyakarta: Paradigma,2010 him. 14
® Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, HIm. 266
4 .
Ibid., 266
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Radbruch, setiap hukum yang dibuat memiliki tujuan hukum. Tujuan hukum yang
utama ada tiga, yaitu:®

1. Keadilan untuk keseimbangan

2. Kepastian untuk ketepatan

3. Kemanfaatan untuk kebahagiaan
Ketiga tujuan tersebut mutlak harus dipenuhi dalam suatu undang-undang yang
berkedudukan sebagai hukum bagi setiap orang. Sebagai negara hukum, konstitusi
merupakan hukum yang paling mendasar yang dimiliki oleh suatu negara.
Konstitusi tersebut menjadi hukum tertinggi yang berlaku di sebuah negara.
Konstitusi negara adalah kumpulan asas dan kaidah mengenai organisasi negara.®

Sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”)
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daecrah — daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang —
undang”. Negara Indonesia menganut Asas Desentralisasi, artinya urusan
pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan

daerah.

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan
ungkapan lain, pemerintahan adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas
pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/ alat atau aparat yang menjalankan
pemerintahan.’ Salah satu aparat yang menjalankan tugas di pemerintahan daerah
adalah Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut “Satpol PP’’). Menurut
Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong

Praja dan Angka Kreditnya, Satpol PP merupakan Aparat Pemerintah di daerah

® Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,
2012, him.123

¢ Bagir Manan & Susi Dwi H, Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasinya, Jakarta: PT.
Raja Grafindo, 2014, him.145

" Ibid., him 30
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yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “PNS”),
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan pada saat menegakan Peraturan Daerah
dan menyelenggarakan ketertiban umum untuk mewujudkan ketenteraman di
dalam masyarakat. Satpol PP membutuhkan jumlah anggota yang tidak sedikit,
maka jumlah anggota yang direkrut disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-
masing daerah.

Dalam menjalankan suatu roda pemerintahan, pejabat yang berwenang
diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai tidak tetap untuk
mempermudah beban kerja Pegawai Negeri sesuai dengan fungsi dan tugasnya
serta untuk tujuan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
Selain itu, kedudukannya dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 56
Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil. Sedangkan dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU ASN”), terjadi perubahan jenis
pegawai negeri, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6, yaitu: Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan PNS;

b.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat
dengan PPPK.

Dengan adanya UU ASN tersebut, istilah Pegawai Honorer diganti dengan
istilah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (selanjutnya disebut
“PPPK”), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil
dan layak kepada PPPK. Gaji tersebut diberikan berdasarkan beban Kerja,
tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerja tertera di pasal 101 UU ASN. Dalam
hal ini, UU ASN mempengaruhi kedudukan dan status atas tenaga honorer.

Pengaruh tersebut berdampak pada hak dan perlindungan yang didapat serta
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kinerja dari tenaga honorer tersebut, sehingga tenaga honorer merasa tidak
mendapatkan perlindungan yang layak atas pekerjaan mereka.® Tenaga honorer
yang dimaksud adalah tenaga honorer di dalam Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut “Satpol PP

Kabupaten Bekasi”).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi
yaitu Bapak Sahat MBJ Nahor,dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut,
beliau ingin melakukan perekrutan tenaga bantu/ tenaga honorer untuk menjadi
anggota Satpol PP Kabupaten Bekasi. Menurut beliau, Satpol PP Kabupaten
Bekasi masih belum mencapai batas yang ideal untuk menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya. Dalam rangka untuk mencapai jumlah anggota Satpol PP
yang ideal di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah
Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut “PERMENDAGRI 60/2012”) Di dalam
peraturan tersebut terdapat penghitungan untuk wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Jika sesuai dengan rasio penduduk 1:10000 dengan total +3juta
penduduk membutuhkan +380-400 orang sebagai anggota berdasarkan beban
kerjanya khususnya pada saat di lapangan. Sampai saat ini anggota Satpol PP
Kabupaten Bekasi memiliki 84 orang yang berstatus PNS dan 100 orang tenaga
bantuan honorer. Dengan keadaan seperti ini beliau membandingkan jumlah
anggota Satpol PP Kabupaten Bekasi dengan Satpol PP Kota Bekasi yang
anggotanya dapat mencapai 800 orang. Jika dibandingkan, Pemerintahan Daerah
kabupaten bekasi sebenarnya masih memiliki jumlah yang minim dan masih jauh
dari jumlah idealnya anggota Satpol PP yang dibutuhkan di dalam suatu
Pemerintahan.’

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satpol PP, mereka mempunyai

peranan penting dalam melaksanakan dan menegakan peraturan daerah tentang

Dicky A Saputro, Sudarsono, dan Lutfi Efendi, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga
Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, him. 4

9 Hasil rekaman wawancara yang di parafrase dengan kepala satuan polisi pamong praja
pemerintahan daerah kabupaten bekasi bapak Sahat MBJ Nahor S.H.,M.H. pada tanggal 17
maret 2016, di Hotel Sakura pada pukul 12:00 WIB
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ketertiban umum. Sebagai contoh, pada saat menggusur sebuah bangunan, debu
yang dihasilkan dapat membahayakan kesehatan bagi para petugas Satpol PP
tersebut. Contoh lain adalah pada saat melakukan penertiban Pedagang Kaki
Lima, sering terjadi perlawanan dari pihak masyarakat yang menyebabkan
anggota Satpol PP terluka bahkan sampai menyebabkan kematian pada saat
bertugas di lapangan. Hal serupa juga terjadi pada saat dilakukannya penertiban
yang tidak jauh dari makam Mbah Priok. Dalam kasus tersebut, dapat dikatakan
sebagai operasi besar karena kegiatan tersebut melibatkan hampir dua ribu
pasukan Satpol PP di seluruh wilayah Jakarta, ditambah pasukan dari pihak
kepolisian dalam peristiwa tersebut. Penertiban tersebut dilakukan karena gubuk-
gubuk liar yang berada didekat makam Mbah Priok dijadikan tempat prostitusi,
tetapi masyarakat menganggap pasukan itu ingin membongkar makam yang
diyakini oleh masyarakat Tanjung Priok tersebut bahwa, makam tersebut memiliki
cahaya diatas nya dan sebuah makam orang suci di Agama Islam pada saat di

Banten. Adanya kejadian tersebut 3(tiga) anggota Satpol PP tewas.™°

Dalam perkembangannya, tenaga honorer ada untuk membantu kinerja PNS
dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan, dalam hal ini Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bekasi. Salah satu contohnya adalah peran tenaga honorer daerah
dalam bidang hal pelayanan publik. Tenaga honorer ini kemudian dibedakan
menjadi 2 yaitu tenaga honorer kategori K1 dan tenaga honorer kategori K2.
Tenaga honorer kategori K1 merupakan tenaga honorer yang pembiayaan
honornya dibiayai langsung oleh APBD atau APBN dan memiliki peluang
langsung diangkat menjadi PNS Selanjutnya tenaga honorer kategori K2
merupakan tenaga honorer yang pembiayaan honornya tidak dibiayai oleh APBD
dan APBN dan apabila ingin diangkat menjadi PNS harus melalui tes terlebih
dahulu.

Berdasarkan kasus diatas, perlu dibahas mengenai keterkaitan antara kasus
tersebut dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

10 http://news.detik.com/berita/2336478/kisah-satpol-pp-yang-selamat-dari-insiden-tanjung-priok
diakses pada tanggal 30 november 2016 pukul 23:00 WIB
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Secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1)
UUD 1945 vyaitu Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak
ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Jaminan dan perlindungan yang dimaksud adalah jaminan kesehatan dan
perlindungan seperti asuransi jiwa di dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya terhadap pegawai honorer di dalam Satpol PP Kabupaten Bekasi.

Dalam organisasi Satpol PP, tenaga bantu/ tenaga honorer masih sangat
dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya khususnya di
lapangan. Untuk itu Satpol PP Kabupaten Bekasi merekrut tenaga honorer/tenaga
bantu. Satpol PP tenaga honorer Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugasnya
hanya mendapatkan gaji/ upah tergantung pada kontrak saja, selain itu mereka
juga belum mendapatkan asuransi kesehatan , tunjangan atau perlindungan
lainnya seperti hak dan perlindungan yang di dapat oleh satpol PP yang berstatus
PNS sedangkan beban tugas dan tanggung jawabnya baik Satpol PP PNS maupun

tenaga honorer/ tenaga bantu Satpol PP semakin berat.

Dengan demikian, perlu dikaji permasalahan tersebut di dalam sebuah

penulisan hukum dengan bentuk skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI HONORER
DIDALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN
BEKASI”
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka
ditemukan adanya permasalahan hukum vyaitu :

1. Mengapa Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi yang
berstatus Tenaga Bantu Honorer masih aktif dipertahankan
sebagai Aparatur Daerah padahal di dalam pasal 6 UU ASN
tenaga bantu honorer tersebut tidak termasuk dalam Aparatur
Sipil Negara?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum vyang diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap polisi pamong

praja yang merupakan tenaga honorer/tenaga bantu?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas maka
penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sistem perlindungan hukum bagi
tenaga honorer yang masih aktif dipertahankan didalam Satuan polisi Pamong
Praja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis
normatif. Metode atau pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan
dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya
pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain."*Dalam hal
ini, bahan-bahan pustaka yang akan menjadi batu uji antara lain regulasi-regulasi
terkait dengan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Aparatur
Sipil Negarasebagai pijakan normatif. Berikut adalah penjelasan dari masing-

masing bahan hukum tersebut :

1 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta,
1990, him. 12-13
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1.

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersifat positivis
yang berdasar pada hukum positif yang berlaku. Bahan hukum
primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa peraturan
perundang-undangan.12 Peraturan perundang-undangan Yyang

digunakan adalah :

Undang — Undang Nomor5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil
Negara

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang
pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 8 Tahun 2014 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi

Serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang masih

berkaitan dengan penelitian ini.

2.

Bahan Hukum Sekunder yaitu, Bahan hukum sekunder yang
digunakan antara lain pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang
diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah,
maupun website yang terkait dengan Pemerintahan Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja, serta Pegawai Negeri Sipil. Selain
itu, data pendukung diperoleh dengan proses wawancara yang
dilakukan dengan pihak-pihak terkait Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui tentang pengaturan
kepegawaian di kabupaten bekasi serta Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja yang menjadi Pihak utama didalam penelitian

12 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana, 2010 him. 141
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ini.Dengan adanya bahan hukum sekunder, peneliti akan mampu
untuk memahami maksud yang hendak disampaikan oleh bahan

hukum primer yang telah dipaparkan sebelumnya.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu, Data sekunder dari bahan hukum
tersier dalam penulisan hukum ini diperoleh dari kamus hukum,

kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.®

Alasan penggunaan metode ini adalah karena masalah hukum yang
ditanyakan dalam penelitian ini akan dijawab dengan menggunakan hukum positif
yang berlaku di negara Indonesia seperti UUD 1945 sebagai konstitusi Negara
Indonesia. Dalam penelitian ini penulis secara rinci akan menitikberatkan fokus
penelitian terhadap peraturan perundang — undangan serta perlindungan hukum
terhadap tenaga honorer di dalam satuan polisi pamong praja. Sehingga,

digunakan metode yuridis normatif sebagai metode yang paling tepat.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi akan dibahas dalam beberapa susunan sebagai berikut :

1.6.1 Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian serta metode penelitian yang digunakan untuk melakukan
penelitian ini.

1.6.2 Bab Il Teori Dan Dasar Hukum Tentang Perlindungan Hukum
Sebagai Tenaga kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja
Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai tenaga kerja beserta pelindungan
untuk tenaga kerja, serta satuan polisi pamong praja pada umumnya.

1.6.3 Bab Il Satuan Polisi Pamong Praja didalam Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bekasi
Dalam bab ini berisi tentang satuan polisi pamong praja didalam
pemerintahan daerah kabupaten bekasi serta masalah yang ada di

B3 Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelilta Harapan, Vol. V No.3. Maret 2006, him. 94
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1.6.4

1.6.5

lingkungan tersebut.

Bab 1V Analisis

Dalam bab ini akan menjawab dua rumusan masalah yang ada dalam
penelitian ini terkait dengan judul penulisan hukum ini yaitu perlindungan
hukum terhadap tenaga honorer dalam satuan polisi pamong praja
pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran.
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